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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PENI}II}TKAN DAN KNBIIIIAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp [0756) 2t602

SUNf,T PEN'ANIItril PEIIIBERIAIT BENTUAN
Dlliltr trI.OHITSI IIHUSUS rISIH

BIDENG PEIIDIDIHtrN Ttr. 2O2O

IGEIAIA}I:

PEMBANGTINAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADMN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTA}{A (DAK REGULER 2O2O)

Antara

HIIERII{TAH DAERAH IGBUPAIE}I HS1SIR SETATAII

dengan

I(EPAI.A SETiiIiH S}IHI ZBATA}IE HPAS

Nomor

Tanggal

: O7 I ttt I SARPRAS/ DAK. PSM P/SlmK/ DPK- PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

Fada hari ini l(amis tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda t"angan di

ba:mh in! :

: ELIDARE,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

3. Alamat : Jl. H, Agus Salim - Painan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

selanjutnya dlsebut PfHAK PERTADIA.

1. Nama

L Jabatan

1. Nama

2. Jabatan

3. Alamat

: Hj. ETMI YULDANI,S,Pd

: Kepala UPT SMPN 2 Batang Kapas

: Jl. Lubuk Nyiur

ktindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Kepuiusan Bupati Pesisir Selatan No.

eLZlOtzlBrcSDM-2Ofg Tanggal 30 Januari 2019 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDltA,

i PIIIAK PERIAHA dan PIHAK IGDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

r -penuhnya hal-halsebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerinhh Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap uJarga

, negara tanpa diskiminasi;



NonmSPPB
Tanggol

: 07/IVISARPRAS/DAKPSMP/$/W/DPK-PS2.M0
: 02 Ayril2V2|

D Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non format menyediakan sarana dan prasarana ),"ang rnemenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungjawab bercama antara Pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyamkat;

! Pasal 216 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa kegiatan peningkatan prasai'ana pendidikan merupakan salah satu priorihs pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akse bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1.3 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

4. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan diiakukan oleh Panitia Pembangunan Sekotah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integra! manajemen

benbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peningkatan pftEarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK ReEuler 2O2O);

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepalot untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

ffi.nn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

dm syarat-syarat seperti dalam pasal-pasaldi bawah ini :

fu Peqonjian Pemberian Bantuan



Nanor SPPB
Tatgal

: 07/NftARPMS/DAKPSMP/flNK/DPK-P52020
: 02Apfl2020

M"'*r:"fflluju"n
kritnjian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

trtlk mendanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

krtarna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasiona!

pefdilikan. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yanE tercantum dalam RAB &

Grnbar serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

Ferjanjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 2 Batang Kapas
yang meliputi :

1. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IpA,

Pasa! 3

Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
rekening PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat ditee-innanya dana DAK Fisik Bidang

Pendldikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pating lambat pada tanggat 30 Desember
2420.

Pasal 4
Prinsi p- prinsi p pekerjaan

Prinsipprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Pelaksanaan dikerjakan dengan mekanisme srvaketola,

z Penerapan asas efektifttas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

3- Pengutamaan partisipasi masyarakat datam pengelolaan kegiatan,

{. Optimallsasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasitkan,

fud Perjanjian Pemberian Bantusl
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Fara Pihak

L PIHAK PERTAMA :

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka walcu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bettanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

2. PIHAK (EDUA:

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) di tingkat Satuan Pendidikan (Sekclah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK
PERTAI.lA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

Banaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 memperhaUkan hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

dm Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta perahrran perundang-undangan yang terkait,

c- ?IllAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekegaan

hpada PIHAK PERTAUA,

l. llHfi IGDUA wajib membuat dan menyemhkan kepada PIHAK PERTAIiA dokumentasi pekerjaan,

hran kemajuan pekerjaan dan kelengkapan adminisbasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

c! tDlAf, IGDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

pQoran keuangan dari hasil pekerjaan,

[, tnf, XEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

frhkanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan

pudang-undangan,

fujqbr P e mfu r ian B anltnn
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g. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan semh terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

dihnngkan dalam Berih Acara Serah Terima pekerjaan,

lL PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

Anggaran 202Q

L PIHAK IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

kndidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari pIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a. Dalam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

Fasilitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

b. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

1" DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
IGDUA sebesar Rp. f25.000.000,- (Seratus dua puiuh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Rehabilitasi ruang laboratorium ipA = Rp. 125.000.000,-

Z Dana sebagaimana dimakud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

ktgaturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (l) sebagai berikut :

L Tahap I : 25o/o (Dua puluh Iima perseratus) dari keseluruhan dana swakeloia setelah pefianjian lni

ditandatanganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

i Z Tahap ll;45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseturuhan dana s,vakelola apabila pekerjaan telah

mencapai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dihngkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

pekerjaan,

3. Tahap III : 309o (l'iga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelota apabita pekerjaan tetah

morcapai bobot 5506 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

lemajuan pekerjaan.

hft:nr!trr Pemiprian Bantuot
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Cara pembayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

l'lama Rekening

Nrornor Rekening

l{ama Bank

:

: 0400.0210.26924-1

: BankNagari Cabang Painan

Pasal 1O

Force Majeure

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dhindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

ahm, epidemik, pepera nga n, pemogoka n, sabotase, pem beronta ka n/kerusu ha n.

Apabila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA seclra tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

tetadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana 'y?ng dimaksud dalam ayat (Z)

rnaka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambi! keputusan, menyetujui

atau menolak permohonan dari PIHAK IGDUA tersebut.

Apabila permohonan tertulis Cari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

dihkuka n peruba han perja njia n seda ngka n perjanjia n awa I dinyatakan batal.

pasal ll
Sisa Dana

Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

dgunakan untuk menambai'r volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

trka sisa dana tidak digunakan unfuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHIK KEDUA'wajib mernbuat taporan secara berkala mengenai pelat<sanaan pekerjaan / kemajuan

Fkerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

EIiAK KEDUA wajib mernbuat dan menyerahlon kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

t-

t-

h@. P dfui ian P e mbe r ian Banlu:u
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3. Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

pekerjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansil faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajab

d) BuKi teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

secara sepi ha k dapat memutuskan/meng hentilon pekerjaa n tersebut.

Pernutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanki sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Itsnitlian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

ftggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

brnatereicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

1.

PIHAK KEDUA,
lGpala UPT SMPN 2 Batang Kapas

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Nip. 19520818 198303 2 008

h- Pqjoiidn Pemberian Banfiun

NIP. 1 2 001


